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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Hukum Pidana 

 Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. 

Sebab, suatu pengertian yang di berikan para ahli tentang pengertian hukum 

pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari 

pengertian tersebut.Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana 

berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang 

lingkup hukum pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang 

memebrikan pengertian hukum podana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak 

mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang di 

kemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang 

lain.
1
 

  Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan 

aturan untuk: 
2
 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja 

yang melanggarnya.  

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan 

larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang 

                                                           
1
 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1 

2
 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan kedelepan, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka 

Cipta, hlm.13 
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telah di ancam. Menentukan dengan cara bagaimana penggenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan 

tersebut. 

 Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks 

yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materil (poin 1 dan 

2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan 

dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana 

serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga 

proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut. 

 

2.2 Pengertian Senjata Api 

 Senjata api merupakan alat yang mengeluarkan satu atau lebih peluru 

dengan kecepatan tinggi melalui gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan 

peledak yang dapat meledak (propelan). Proses pembakaran yang berlangsung 

dengan cepat ini disebut deflagrasi. Awalnya, senjata api menggunakan bubuk 

hitam sebagai propelan, tetapi senjata api modern menggunakan propelan seperti 

bubuk mesiu tanpa asap, cardite, atau bahan bakar lainnya. Sebagian besar senjata 

api modern memiliki laras berbentuk melingkar untuk memberikan rotasi pada 

peluru, yang meningkatkan kestabilan lintasannya.
3
 

 Senjata api adalah suatu perangkat yang terdiri sebagian atau seluruhnya 

dari bahan logam, yang memiliki komponen mekanik seperti laras, pelatuk, 

                                                           
3
 2 http:id.wikipedia.org/wiki/senjata_api, diakses pada Tanggal 30 Januari 2024, jam 16.35 WIB 
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pemicu, pegas, dan ruang peluru yang dapat melepaskan proyektil dengan 

kecepatan tinggi melalui laras menggunakan bantuan bahan peledak. 

 Pengertian lain dari senjata api dapat dijelaskan sebagai berikut: "Senjata 

api merujuk kepada setiap alat, baik yang sudah dirakit atau belum, yang memiliki 

kemampuan untuk dioperasikan atau tidak lengkap, yang telah didesain atau 

diubah, atau dapat diubah dengan mudah agar dapat melepaskan proyektil melalui 

aksi dari gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan yang mudah terbakar di 

dalam perangkat tersebut. Ini mencakup pula aksesori tambahan yang dirancang 

atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat semacam itu”.
4
 

 Undang-undang juga membagikan penjelasan tentang apa yang 

dimaksudkan dengan senjata api itu. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

No.12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak menyatakan bahwa: “Yang 

dimaksudkan dengan penjelasan senjata api dan amunisi termasuk juga segala 

barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api 

(Vuurwapenregeling : in-, uit,- doorvoer en los losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), 

yang telah diubah dengan orodonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), 

Namun, dalam pengertian tersebut tidak termasuk senjata-senjata yang jelas-jelas 

memiliki tujuan sebagai barang antik atau benda ajaib (merkwaardigheid), serta 

juga tidak mencakup senjata yang rusak atau dimodifikasi sedemikian rupa 

sehingga tidak dapat digunakan lagi. 

 Senjata api memiliki berbagai macam jenis dan dapat digunakan dalam 

berbagai lingkup, termasuk dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun di luar 

                                                           
4
 Bagoes Rendy Syahputra, 2009, Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api 

Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Jurist-Diction: Vol.2 No. 6, 

November 2009, hlm. 5. 
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lingkup TNI dan Polri. Senjata api yang digunakan dalam konteks militer dan 

penegakan hukum TNI dan POLRI adalah alat yang digunakan oleh kedua 

lembaga tersebut untuk menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan peran dan 

tanggung jawab yang diberikan. 

 Senjata api yang digunakan di luar lingkup TNI dan POLRI mencakup 

senjata api milik individu atau instansi pemerintah yang telah mendapatkan izin 

khusus untuk kepemilikan senjata api. Kepemilikan senjata api bagi individu 

diatur dengan ketat dan diizinkan dalam beberapa kategori tertentu, seperti untuk 

olahraga menembak, berburu, atau koleksi. Senjata api yang boleh digunakan di 

luar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah: 

1. Non otomatik;  

2. Senjata bahu dengan maksimum caliber 22 atau caliber lainnya;  

3. Senjata tangan dengan maksimum caliber 32 atau caliber lainnya;  

4. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan caliber 12 GA dan caliber 22 

dengan jumlah maksimal 2 pucuk per orang;  

5. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara 

lain: revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu shotgun kaliber 12 mm;  

6. Untuk kepentingan membela diri individu hanya boleh memiliki senjata api 

tangan jenis revollver dengan caliber 31/25/22. Atau senjata api bahu jenis 

shotgun caliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 

006 dan hunter 007.
5
 

 

                                                           
5
 Mei Rini, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Anggota Polri Terhadap 

Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur, Jurnal Lex et Societatis, Vol IV, Nomor 2, Februari 

2016, hlm. 2 
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2.2.1 Senjata Api dalam Penegakan Hukum 

 Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun 

yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang 

atau diubah, atau yang dapat diiibah dengan nuidali agar mengeluarkan proyektil 

akibat perkembangan gas-gas yang dihasiikan dari penyalaan bahan yang mudah 

terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang 

dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Senjata Api 

adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata 

dibidang pertahanan dan keamanan. 

 Secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi 

angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan 

POLRI, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar bidang pertahanan dan 

keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, 

dalam arti Senjata Api tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas 

tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.  

 Senjata Api dan amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela 

diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti 

negatif penggunaan Senjata Api dan amunisi secara melawan hukum akan 

menggangu ketertihan umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman 

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Senjata Api adalah senjata yang menggunakan mesin (seperti senapan 
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atau pistol) Senjata Api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata 

api kecil. Senjata Api berat adalah senjata api yang besar-besar (meriam).
6
 

 Pada dasarnya bahwa senjata api sebagai salah satu alat yang digunakan 

untuk menegahkan hukum. Dimana dengan adanya senjata api sebagai alat yang 

mampu mengendalikan adanya peran penegak hukum guna melengkapi demi 

tegaknya hukum. Berbicara pada penegakan hukum yang saat ini di Indonesia 

masih jauh dari harapan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya 

untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
7
 Ditinjau dari sudut subyeknya, 

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula 

diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum 

dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada 

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan 

aturan hukum.  

 Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya 

aparatur untuk menegakan hukum tertentu dalam ketentuan untuk menjamin dan 

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan kekuasaan. 

                                                           
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.Edisi Keempat, 2008, Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka, hlm. 12 
7
 Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. 

Raja GrafindoPersada, hlm. 3 
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 Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk 

mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau 

manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum 

diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa 

hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam 

masyarakat. Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan 

mengarah kepada penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan penyerasian 

hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah atau pandangan menilai yang baik 

untuk menciptakan sebagai social engineering, memelihara dan mempertahankan 

sebagai social control untuk kedamaian pergaulan hidup.
8
 

 Dengan demikian bahwa penegakan hukum dilakukan guna untuk mencapai 

adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan 

hukum oleh Polri pada dasarnya merupakan suatu tindakan dalam mewujudkan 

adanya supremasi hukum. Penggunaan senjata api oleh anggota polri dalam 

penegakan hukum yakni untuk melengkapi dan melindungi setiap anggota Polri di 

lapangan dalam menjalankan tugasnya, sehingga senjata api yang di miliki oleh 

Polri sebagai pelindung baginya dalam menegakan hukum itu sendiri. 

Sebagaimana amanat dari undang-undang, Polri selaku alat negara yang bertugas 

memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan 

melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan 

tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, 

pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan 

                                                           
8
 Wirjono Prodjodikoro, 2004, Tindak Pidana Tertentu, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19 
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dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Dapat pula 

dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya 

adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan 

supaya terwujud kamtibmas. 

 

2.3 Pengertian Kekerasan 

 Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik 

dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut 

asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, 

terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak 

kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.berbicara tentang 

konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan 

dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan 

pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang 

berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda. 

 Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid 

sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah Suatu aksi atau 

perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsurunsur yang 

ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan 

melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani 

tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan 

sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu 

perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan 
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kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang 

dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh 

Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang 

ringan.
9
 

 Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang 

bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik 

atau barang orang lain.
10

 Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan 

pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi 

atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. 

 Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau 

undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan 

conduct norms, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang 

ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam 

undang-undang. 

 

2.4 Pengertian Kepolisian 

 Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan 

memberikan perlindungan kepada masyarakat.
11

 Selanjutnya Satjipto Raharjo 

                                                           
9
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 

21 
10

 Departemen Pendidikan Nasional, 2003,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN.Balai 

Pustaka, hlm.550 
11

 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta 

Publishing, hlm. 111 
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yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan 

untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. 

Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai 

penegakan ketertiban.
12

 

 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung 

dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-

undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi 

kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom 

dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ 

pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan 

menjalankan ungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:  

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  

                                                           
12

 Ibid, hlm. 117 
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2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). 

 Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal 

ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada 

abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan 

negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk 

menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-

negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau 

polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota 

saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh 

karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin 

banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama 

dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi 

usaha dan urusan keduniawian saja.
13

  

 Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa 

tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang 

Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya 

diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam 

kedua undang-undang tersebut sebagai berikut : 

                                                           
13

 Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 5 
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Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 

2002).  

Pasal 13  

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  

b. Menegakkan hukum dan, 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan : 
14

 

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Republik Indonesia bertugas :  

a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan,  

c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan.  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa,  

                                                           
14

 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,  

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian, 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang  

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya 

dalam lingkup tugas kepolisian, serta  

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan 

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 Undang-Undang No. 

2 Tahun 2002 menyebutkan : 
15

 

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum,  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,  

                                                           
15

 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian,  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindaka 

kepolisian dalam rangka pencegahan.  

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,  

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,  

i. Mencari keterangan dan barang bukti,  

j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,  

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat,  

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,  

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundangundangan lainnya berwenang  

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya berwenang :  

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor  

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,  

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,  



23 
 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak 

dan senjata tajam, 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 

badan usaha di bidang jasa pengamanan,  

g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,  

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik 

dan memberantas kejahatan internasional,  

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,  

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional,  

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 

dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 14 :  

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia 

berwenang untuk :  

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.  

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan.  
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c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan.  

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri.  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.  

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau saksi. 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara.  

h. Mengadakan penghentian penyidikan.  

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.  

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang 

yang disangka melakukan tindak pidana.  

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum.  

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

  Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah 

dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di 

bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana 

(dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas 

penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya 
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merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar 

tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal). 

 Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang 

penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan 

dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum 

pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, 

mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan 

dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga 

masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar 

dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan 

hukum pidana positif yang berlaku.  

 Sehari-hari memang polisi dalam arti petugas atau pejabat. Karena 

merekalah yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung dengan 

masyarakat. Pada mulanya dulu polisi itu berarti orang yang kuat dan dapat 

menjaga keselamatan dan ketentraman kelompoknya. Namun polisi sudah harus 

dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas bahwa pada merekalah 

rakyat meminta perlindungan, dapat mengadukan keluhannya dan seterusnya 

dengan diberi atribut tertentu. Pembedaan atribut dengan segala maknanya itu, 

berkembang terus sehingga dikemudian hari melahirkan banyak variasi. Setiap 

Negara memberikan atribut yang berbeda sesuai dengan budaya dan estetika yang 

mereka hendaki. 

 Fungsi dan Tugas Polri Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
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masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya 

suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.  

 Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang 

kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan 

(yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas 

yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. 

 

2.5 Pengertian Penyidikan 

 Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan 

runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik. 

 Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, 

menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang 

memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem 

peradilan pidana.
16

 

 Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait 

tentang penyidikan yaitu:  

a. Ketentuan mengenai alat penyidikan  

b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik  

                                                           
16

 Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan 

DelikDelik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010 
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c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara  

d. Memanggil tersangka atau terdakwa  

e. Melakukan penahanan sementara  

f. Melakukan penggeledahan  

g. Melakukan pemeriksaan  

h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, 

dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara  

i. Ketentuan mengenai penyitaan  

j. Penyampingan perkara  

k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut 

umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan 

disempurnakan.
17

 

 

` Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak 

penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di 

Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, 

jujur, serta adil. 

 

 

 

                                                           
17

 Lilik Mulyadi, 2002,  Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, 

Eksepsi dan Putusan Peradilan), Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18-19 
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2.6 Pengertian Narkotika 

 Secara estimologis narkotika berasal dari Bahasa Inggris narcosis atau 

narcose yang berarti pembiusan atau menidurkan. Narkotika berasal dari bahasa 

Yunani yaitu narkam atau narke yang memiliki arti terbius atau tidak merusak 

apa-apa. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika 

berasal dari kata narkotik diartikan sebagai obat yang digunakan untuk 

menenangkan saraf, menimbulkan rasa ngantuk, menghilangkan rasa sakit, atau 

merangsang (seperti ganja, opium). Secara umum pengertian narkotika adalah 

obat atau zat baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semi sintetis yang 

menimbulkan suatu efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya 

rangsang. 

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: 

Narkotika adalah obat atau zat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan 

atau penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongangolongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini.
18

 

 Narkotika adalah obat atau zat yang apabila digunakan atau di dalam tubuh 

dapat memberikan pengaruh kepada penggunanya, seperti menenangkan syaraf, 

menimbulkan ketidaksadaran, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, dapat membuat 

rasa ngantuk atau merangsang, serta dapat membuat penggunanya merasa 

kecanduan. 
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 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 



29 
 

 

 

2.6.1 Jenis-Jenis Narkotika 

 1. Jenis Narkoba Berdasarkan Bahannya 

 Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, 

narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.  

a. Narkoba alami 

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum 

mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.  

1. Ganja  

 Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman 

cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut 

termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Canabis merupakan 

tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh 

pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.
19

 

 Suharno menjelaskan bahwa Ganja (cannabis sativa) merupakan 

tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung 

tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya 

mengalami eufhoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). 

 Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun 

menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja 

hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di 
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  , hlm. 48. 
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atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja 

adalah dammar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis termasuk 

biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.
20

 

2. Opium 

  Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan 

di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. 

Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan 

keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan 

kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. 

Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies Papaver lazim dijadikan 

tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong bewarna 

hijau. 

b. Narkoba Semi Sintesis 

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan 

diambil zat adiktifnya ( Intisarinya ) agar memiliki khasiat yang lebih kuat 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis 

Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Morfin 

 Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan 

alkaloida utama dari opium ( C17H19NO3 ) . Morfin rasanya pahit, berbentuk 

tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. 

Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin 
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bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik 

morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (interminten) dan yang 

batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik 

empedu dan uretur. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada 

batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat. Kematian pada 

kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat 

pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh fenotiazin, MAO-I 

dan imipramin. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang 

abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang 

disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena 

morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada 

hipotalamus, morfin meningkatkan produksi antidiuretik hormon (ADH) 

sehingga volume air seni berkurang.
21

 

c. Narkotika sintesis 

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan 

digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yangmengalami 

ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti 

sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat 

menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis 

adalah : 

1. Sabu (Amfetamin) 
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 Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan 

kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, 

kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. 

 Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin 

termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya 

diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus 

menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke 

dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, MetamfetamiN dan 

Metilendioksimetamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam).
22

 

2. Ekstasi (MDMA) 

Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga 

phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik 

lainnya yang memproduksi psychedelics. Ekstasi digunakan sebagai 

sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan 

obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi 

berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, 

psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA 

termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, 

empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan 

peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa 

pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan. 

3. Cocain 
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Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun Erythroxylum coca 

Lam. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. 

Kokain diisolasi dari daun tanaman Erythroxylum coca Lam. Zat ini dapat 

dipakai sebagai anastetik (pembius) dan memiliki efek merangsang 

jaringan otak bagian sentral.
23

 

4. Heroin 

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah 

bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat 

kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C21H23O5N. Hari 

Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa 

jerman heroic yang berarti pahlawan.
24

 

5. Putaw 

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah 

putaw sebenarnya meruppakan minuman keras has Cina yang mengandung 

alkohol akantetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis 

heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar 

narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin 

kelas emapat sampai enam. 
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